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Abstract: The world of justice has undergone a very 
drastic change, the practice of conventional trials must 
switch to online courts (electronic). Electronic Criminal 
Case Trials in accordance with Supreme Court 
Regulation (PERMA) Number 4 of 2020, there are still 
many juridical and technical obstacles. There are reform 
factors in the law, as well as the implementation of 
electronic criminal case trials, with the aim of being fast, 
simple and low-cost, limiting detention time, limiting 
case settlement time, the Covid-19 pandemic, in order to 
accommodate the interests of judicial and law 
enforcement agencies. other laws as well as the 
effectiveness and efficiency of the criminal proceedings. 
The Supreme Court issues technology-based regulations, 
namely Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 
of 2020 concerning Electronic Criminal Case 
Administration and Trial, which is expected to provide 
solutions in the settlement of criminal cases in the law 
enforcement process. implemented easily and based on 
simple and low cost. 
Keywords: Criminal Court, online courts (electronic). 
 
Abstrak: Dunia peradilan telah mengalami perubahan 
yang sangat drastis, Praktek persidangan konvensional 
harus beralih kepada Persidangan online (elektronik). 
Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik sesuai 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  4 Tahun 
2020 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis 
maupun teknis. Adanya faktor-faktor pembaharuan 
dalam hukum, serta pemberlakuan persidangan perkara 
pidana secara elektronik, dengan tujuan asas cepat, 
sederhana dan biaya ringan, adanya pembatasan waktu 
penahanan, pembatasan waktu penyelesaian perkara, 
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adanya pandemik Covid-19,  maka guna mengakomodir 
kepentingan lembaga peradilan dan penegak hukum 
lainnya serta  efektivitas  dan  efisiensi  proses  beracara  
perkara  tindak  pidana Mahkamah Agung menerbitkan 
peraturan berbasis tehnologi yaitu Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA)  Nomor  4 Tahun 2020 Tentang 
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara 
Elektronik yang diharapkan dapat memberikan solusi 
dalam penyelesaian perkara pidana  dalam proses 
penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mudah 
dan berasaskan sederhana dan biaya murah. 




Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  
hukum  dan  bukan negara  atas kekuasaan,  maka  
kedudukan  hukum  baru  ditempatkan  di atas segala-
galanya.  Setiap  perbuatan  harus sesuai  dengan  aturan 
hukum tanpa kecuali.1 Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  
hukum  untuk  mengatur  tindakan warga negaranya, 
seperti hukum pidana  maupun hukum acara pidana. 
Pada hakekatnya hukum acara  pidana termasuk dalam 
pengertian hukum pidana. 
Hukum  acara  pidana  lebih  mengatur  tentang  
bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan 
haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum 
pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang 
dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan 
kepada pelaku tindak pidana.2 Istilah tindak pidana 
berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
                                                        
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia 
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
RI, 2006), 26. 
2 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis Dan 
Praktik (Bandung: Alumni, 2008), 26. 
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Belanda yaitu strafbaarfeit.3 Walaupun istilah ini terdapat 
dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi 
istilah tersebut  juga berlaku pada WvS Hindia Belanda 
(KUHP).4 Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 
dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli 
hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, 
namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat 
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.5 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76, mulai berlaku 
sejak tanggal 31 Desember 1981. Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan 
mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus 
dipatuhi dan dilaksanakan dalam upaya menegakakan 
hukum dan keadilan serta melindungi HAM.  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
merupakan Kitab undang-undang hukum yang mengatur 
tentang cara baagaimana kelangsungan atau 
menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga 
memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi 
putusan itu harus dilaksanakan.Dalam proses peradilan, 
aparat penegak hukum menggunakan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman atau 
acuan untuk melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, 
pelaksanaan dari setiap pasal-pasal yang terdapat di Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat perlu 
diperhatikan. 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan 
diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum 
                                                        
3 Nafi’ Mubarok, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana (Surabaya: 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 21. 
4 Mubarok, 10. 
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), 67. 
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acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang 
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang 
berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 
mengadakan hukum pidana.6  
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran 
Covid-19 yang bertujuan untuk menekan penyebaran 
wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
semakin meluas, mendorong sejumlah lembaga penegak 
hukum bersepakat menggelar sidang secara online untuk 
perkara pidana. Awalnya, melalui Surat Edara Mahkamah 
Agung (SEMA)  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 
Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 
2020, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan 
khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya 
sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat 
diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19. 
Sedangkan untuk persidangan perkara pidana, pidana 
militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum 
penahanannya masih beralasan untuk dapat 
diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa 
pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  
Berdasarkan faktor-faktor di atas, Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga 
tinggi negara dalam sistem tatanegara Indonesia yang 
merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, selaras 
dengan misi ke empatnya yakni meningkatkan 
kredibilitas dan Transparansi badan peradilan telah 
                                                        
6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), 2–3. 
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beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan 
(progresif) berupa perubahan-perubahan yang mengarah 
pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, 
murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan 
yang mengoptimalkan teknologi Informasi diantaraya 
terkait pemeriksaan perkara pidana dengan menerbitkan 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)7 Nomor  4 Tahun 
2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 
 
Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara 
Elektronik 
Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai 
"criminal justice system" yang dimulai dari proses 
penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan 
pidana di lembaga pemasyarakatan.8 Sistem peradilan 
pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar 
hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice 
system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan 
terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan 
institusi penegak hukum. 
                                                        
7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan dari 
prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran 
peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara 
peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan 
Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan 
dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Lihat: 
Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-
Hari (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 144. 
8 Yesmil Anwar and Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen 
Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Bandung: 
Widya Padjajaran, 2009), 33. 
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Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan 
pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.9 
Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-
undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana 
substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya 
hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana in 
abstracto yang akan diwujudkan kedalam penegakan 
hukum in concreto. 
Fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam 
adalah sebagai berikut:10 Pertama, Fungsi preventif yaitu 
sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga 
pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya 
suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam 
bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya 
lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; 
Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana 
sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan 
suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan 
menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara 
pidana dan hukum pelaksanaan pidana. 
Pengertian hukum pidana dalam arti objektif atau 
disebut dengan ius poenale adalah hukum pidana yang 
dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu 
larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa 
yang melanggar larangan tersebut. Jadi Pengertian hukum 
pidana dalam arti objektif memiliki arti yang sama 
dengan pengertian hukum pidana materil dan formil. 
Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringan, ius 
poenale adalah sejumlah peraturan hukum yang 
mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang 
                                                        
9 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 
Indonesia (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 9. 
10 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi 
Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana 
(Yogyakarta: UII Pers, 2011), 10. 
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terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si 
pelanggarnya. 
Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif atau 
disebut ius poeniendi sebagai aspek subjektifnya hukum 
pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak 
atau kewenangan negara: 
1. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya 
mencapai ketertiban umum; 
2. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum 
pidana yang wujudnya dnegan menjatuhkan pidana 
kepada si pelanggar larangan tersebut; serta 
3. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah 
dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum 
pidana tadi. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) eks 
WvS Belanda hanya memberikan istilah tindak pidana 
yaitu Strafbaar Feit11 dan Delict. Kedua istilah tersebut 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana 
dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan 
perundang-undangan dengan istilah-istilah yang 
beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, 
peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat 
dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan 
perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.12 
Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP 
merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan 
pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-
benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat 
dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai 
manusia. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat 
                                                        
11 Mubarok, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana, 21. 
12 Sudaryono and Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum 
Pidana (Surakarta: FH-UMS, 2005), 113. 
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dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal 
ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai 
salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara 
keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab 
itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem 
peradilan pidana yang meskipun secara garis besar 
hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang 
disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, 
dan politik yang dianut.13 Secara sederhana sistem 
peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh 
negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum 
pidana. 
Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP 
terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses 
jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan 
dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan 
dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di 
sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan 
subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan 
oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk 
mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam 
bingkai sistem peradilan pidana terpadu (integrated 
criminal justice system), keempat institusi pelaksana dalam 
sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih 
mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang 
tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak 
hukum.14 
Dengan ditetapkannya pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagai status Bencana Nasional 
oleh Presiden Jokowi dalam Keputusan Presiden 
                                                        
13 O.S. Hiariej Eddy, ‘Criminal Justice System in Indonesia, Between 
Theory and Reality’, Asia Law Review 2, no. 2 (December 2005): 25. 
14 Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran 
Penegak Hukum Melawan Kejahatan) (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan 
dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 84–85. 
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(Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 yang bertujuan 
untuk menekan penyebaran wabah Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) yang semakin meluas mendorong 
sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar 
sidang secara online untuk perkara pidana. Awalnya, 
melalui Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA)  Nomor  1 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama 
Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 
tertanggal 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana 
tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang 
terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak 
dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-
19.  
Sedangkan untuk persidangan perkara pidana, 
pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara 
hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat 
diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa 
pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 
Jika sebelumnya sistem e-court telah diterapkan pada 
persidangan perdata, tata usaha negara, dan agama, maka 
Mahkamah Agung diharapkan memberi kewenangan 
pada Hakim untuk memanfaatkan teknologi multimedia 
yang dikenal dengan istilah teleconference. Teleconference 
adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi 
jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan 
suara (audio conference) atau menggunakan video (video 
conference) yang memungkinkan peserta konfrensi saling 
melihat.15 
                                                        
15 Fathul Wahid, Kamus Istilah Teknologi Informasi (Yogyakarta: Andi, 
2002), 63. 
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Proses peradilan tetap harus berjalan, setidaknya 
ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat dalam proses peradilan 
dengan cepat menyikapi hal ini yakni: Pertama, Kejaksaan 
Agung mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh 
Jaksa Agung perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, 
Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah 
COVID-19, yang salah satu poinnya mengupayakan 
sidang pidana menggunakan video conference/live 
streaming. Dan dipertegas dengan dikeluarkan Intruksi 
Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2020 Tentang Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas dan Penananganan Perkara Selama 
Masa Pencegahan COVID-19 di Lingkungkan Kejaksaan 
RI. Kedua, Mahmakah Agung Republik Indonesia 
mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Dirjen 
Badan Peradilan Umum perihal Persidangan Perkara 
Pidana secara teleconference. Ketiga, Kementrian Hukum 
dan Ham mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh 
Menteri Hukum dan Ham perihal Pencegahan, 
Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di 
lembaga pemasyarakatan (lapas) / rumah tahanan (rutan) 
yang salah satu isinya mengenai sidang dapat 
dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (lapas) /rumah 
tahanan (rutan), terbuka untuk publik melalui media 
internet (live streaming) atau melaksanakan sidang 
melalui teleconference.16 
Sebagai tindak lanjutnya, Mahkamah Agung, 
Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan 
sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang 
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi 
Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 
2020, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja 
                                                        
16 Roy Riady, ‘Problematika Proses Peradilan Pidana Dalam Keadaan 
Pandemi’, accessed 16 October 2020, https://www.msn.com/id-
id/news/other/problematika-proses-peradilan-pidana-dalam-
keadaan-pandemi/ar-BB11R9uX. 
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sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan 
Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: 
402/DJU/HM.01.1/4/2020 Nomor: KEP-
17/E/Ejp/04/2020 Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan persidangan melalui teleconference. 
Berdasarkan faktor-faktor diatas, Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga 
tinggi negara dalam sistem tatanegara Indonesia yang 
merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, selaras 
dengan misi ke empatnya yakni meningkatkan 
kredibilitas dan Transparansi badan peradilan telah 
beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan 
(progresif) berupa perubahan-perubahan yang mengarah 
pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, 
murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan 
yang mengoptimalkan teknologi Informasi diantaraya 
terkait pemeriksaan perkara pidana dengan menerbitkan 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)17 Nomor  4 Tahun 
2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.  
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia, begitulah bunyi yang disebutkan 
dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan 
                                                        
17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan dari 
prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran 
peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara 
peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan 
Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan 
dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Lihat: 
Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari, 144. 
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kehakiman menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 
kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan 
Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.  
Lembaga peradilan dan hakim harus bersifat 
independen (bebas) serta imparsial (tidak memihak). 
Bagir Manan mengatakan Independen berarti hakim 
dalam keadaan tidak boleh dikontrol ataupun 
dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya pihak yang 
berperkara.18 Mereka harus bebas dari pengaruh 
kekuasaan pihak lain dalam memutuskan perkara baik 
secara politis maupun ekonomis. Sementara Imparsial 
yang dimaksudkan adalah hakim haruslah bersifat netral 
dan tidak berpihak ketika memutus perkara. Dasar dari 
sebuah putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum, 
tanpa batasan, pengaruh, perasaan, tekanan, dan 
ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung 
dari pihak manapun dan untuk alasan apapun. 
Kejelasan posisi atau kedudukan sebuah peraturan 
hukum menjadi sangat penting dalam kajian hukum 
Negara Republik Indonesia yang mana setiap undang-
undang atau peraturan yang dibentuk harus memiliki 
dasar sandaran dari peraturan atau undang-undang yang 
lebih tinggi. Pada umumnya, hukum tertulis itu 
merupakan produk legislasi oleh parlemen atau produk 
regulasi oleh pemegang kekuasaan yang biasanya berada 
                                                        
18 Bagir Manan, Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian (Jakarta: Asosiasi 
Advokat Indonesia, 2009), 83. 
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di tangan pemerintah atau badan-badan yang mendapat 
delegasi kewenangan regulasi lainnya. Oleh karena itu 
bentuknya dapat berupa legislative acts seperti undang-
undang atau executive acts seperti Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, atau Peraturan Bank Indonesia, dan 
sebagainya. Demikian pula lembaga-lembaga pelaksana 
Undang-undang lainnya yang diberi kewenangan untuk 
menetapkan sendiri peraturan-peraturan yang bersifat 
internal seperti Mahkamah Agung menetapkan Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Konstitusi 
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), 
Badan Pemeriksa Keuangan juga demikian juga lain 
sebagainya.19 
Pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang 
substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan 
undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah 
kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat 
secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA 
memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara 
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga 
peradilannya merupakan salah satu pelaksana dari 
peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan 
merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung 
berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan 
dibawah undang-undang terhadap undang-undang.20 
Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut 
PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat 
hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 
57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
                                                        
19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2014), 140. 
20 Nur Solikin, ‘Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah 
Agung’, Rechtsvinding, X, no. 1 (February 2017): 2. 
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Nomor: 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman 
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
Hierarki peraturan perundang-undangan diatur 
dalam Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2011 yang telah 
menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam  Bab III pasal 7 diatur tentang jenis, hierarki, dan 
materi muatan peraturan perundang-undangan yang 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 7 
(1) Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan 
terdiri atas:  
a. Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).21 
Dari pasal 7 tersebut  Peraturan Mahkamah Agung 
tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-
undangan. Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan 
bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
                                                        
21 Penjelasan Pasal 7 ayat (2)  Dalam ketentuan ini yang dimaksud 
dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan 
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau biasa 
dikenal dengan asas Lex superior derogate legi general. 
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Agung diakui keberadaannya. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagai berikut:22  
Pasal 8 
(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) 
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang 
atau pemerintah atas perintah Undang-undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh peraturan perundangundangan 
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 
Dalam Pasal 8 tersebut diatur secara lebih spesifik 
bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan 
sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) yaitu 
diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau 
dibentuk berdasarkan kewenangan.  
                                                        
22 Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. 
Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 
 
Al- 4, No. 1, Juni 2021 
213 
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif 
diberi wewenang yang bersifat atributif untuk 
membentuk suatu peraturan (rule making power). 
Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka 
penyelenggaraan peradilan. Mengenai kewenangan, ada 2 
(dua) sumber wewenang legislatif yakni (1) wewenang 
legislatif asli dan (2) wewenang legislatif derivatif 
(wewenang delegasi).23 Wewenang MA membentuk 
Perma adalah wewenang derivatif (wewenang delegasi) 
karena bersumber dari badan legislatif sebagai pemilik 
wewenang atribusi (original legislative power).24 Fungsi dan 
kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan 
Peraturan telah diatur dalam Pasal 79 Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 
berbunyi:25 
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-
hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 
diatur dalam Undang-Undang ini” 
Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Apabila dalam 
jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan 
hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang 
membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi 
kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam hal ini 
peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 
pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan 
yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan 
                                                        
23 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi 
(Jakarta: Kompress, 2005), 36. 
24 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 250. 
25Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 
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bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan 
demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan 
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga 
negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, 
kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau 
pembagian beban pembuktian.26 
Bahwa, telah dinormakan di dalam Pasal 83 
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
“Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi 
Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia”. 
Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung yang 
disingkat PERMA adalah salah satu peraturan 
perundang-undangan yang diundangkan pada Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 82 huruf d 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka 
Peraturan Mahkamah Agung Perma merupakan 
peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang diakui dalam 
pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan 
perundang-undangan.  
Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi 
sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini 
biasa disebut juga dengan “delegated legeslations” sebagai 
“sub ordinate legislations” di bawah undang-undang karena 
kewenangan untuk menentukannya berasal dari 
kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang 
oleh pembentuk undang-undang (legislature). Karena itu 
                                                        
26Penjelasan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 
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peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan 
“executive acts” atau peraturan yang ditetapkan oleh 
lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.27 
Pembentukan PERMA merupakan terobosan 
hukum yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum 
acara yang dapat dijadikan dasar hukum dalam proses 
peradilan serta memberikan manfaat dalam penegakan 
hukum. Peranan PERMA sebagai pelengkap berlakunya 
undang-undang yang belum ada peraturan yang 
mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, 
sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber 
hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.28 
Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamh 
Agung (PERMA) Nomor  4 Tahun 2020 tentang 
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 
Pengadilan Secara Elektronik dalam perspektif teori 
hukum progresif dan teori tujuan hukum sangat 
diperlukan karena memberikan asas manfaat, kepastian 
hukum dan keadilan. Para pelaku hukum progresif dapat 
melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan 
yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus 
menunggu perubahan peraturan (changing the law). 
kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam 
ruang dan waktu yang tepat. 
 
Penerapan Persidangan Perkara Pidana Secara 
Elektronik dalam Prespektif  Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA)  Nomor  4 Tahun 2020  
Persidangan elektronik merupakan sistem yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai 
                                                        
27 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), 194. 
28 M. Fauzan, Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan 
Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung (Jakarta: 
Prenada Media, 2013), vii. 
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medianya. Sebelum menerbitkan PERMA Nomor  4 
Tahun 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(MARI) terlebih dahulu meluncurkan pelayanan publik 
berupa  E-Litigasi, melalui Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor  1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
yang telah diterapkan hanya pada perkara perdata, 
perdata agama, TUN sejak awal tahun 2020 tepatnya 
sebelum masa pandemi Covid-19. Sampai saat ini, tidak 
ada seorangpun yang tahu kapan pandemi ini akan 
berakhir, kasus-kasus hukum selalu saja terjadi tanpa 
kenal waktu, perkara-perkara terus saja datang ke 
pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, peran pengadilan 
justru sangat dibutuhkan, sebab perlindungan dan 
kepastian hukum merupakan hak dasar bagi semua warga 
negara yang tak bisa ditawar keberadaanya.  Mahkamah 
Agung telah merespon tindakan pencegahan penanganan 
wabah covid-19 dengan cepat, yakni sejak pertama kali 
pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan social 
berskala besar (PSBB). Mahkamah Agung telah 
menerbitkan beberapa paket kebijakan melalui payung 
hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
ataupun Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. 
Rangkaian aturan tersebut disusun dengan mengacu pada 
asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” 
(salus populi suprema lex esto). 
Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian 
proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan 
dukungan teknologi informasi dan  komunikasi, audio 
visual dan sarana elektronik lainnya.29 Mahkamah Agung 
telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 
                                                        
29 Lihat Bagian Umum “Pasal 1” angka (12) PERMA Nomor 4 Tahun 
2020. 
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Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 
Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara 
pelaksanaan persidangan perkara pidana, baik perkara 
pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun 
jinayat secara elektronik (online). 
Dalam Perma ini persidangan perkara pidana 
dapat dilaksanakan secara elektronik baik sejak awal 
persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas 
permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat 
hukum dan ditetapkan hakim / majelis hakim. Perma ini 
juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan 
secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum 
dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan 
secara elektronik, dan bagaimana tata caranya. 
Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, 
penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. 
Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat 
terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa 
didampingi penasihat hukum. Hakim / majelis hakim, 
panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, 
sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor 
penuntut umum. 
Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini disebutkan 
apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang 
wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan 
suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan 
sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan 
melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan 
hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat 
hukum menggunakan atribut sidang masing-masing 
sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. 
Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh 
penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus 
berbentuk format PDF sesuai Pasal 3 Perma ini. Dalam 
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proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, 
tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus 
dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang 
menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap 
dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan 
diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. 
Saat setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, 
pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan 
meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos 
elektronik penuntut umum, ke terdakwa atau ke alamat 
pos elektronik penasihat hukum.  
Pasal 4 Perma ini disebutkan pelimpahan perkara 
biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara 
pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-
masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara 
dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap 
pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan 
dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor 
penuntut, kantor penyidik, intansi tempat terdakwa 
ditahan, atau ke penasihat hukum. Dalam pelimpahan 
perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap 
berada di kantor penuntut. 
Sebelum persidangan elektronik dimulai, panitera 
pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan 
peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya ke 
hakim / majelis hakim. Terdakwa yang didampingi 
penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan 
dengan terdakwa. Di ruangan tempat dimana terdakwa 
mengikuti persidangan secara elektronik tidak 
diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan 
penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan / 
Lapas, tenaga IT, dan petugas atau pihak lain yang wajib 
mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib 
dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang 
dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara 
keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti 
mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan 
terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang. 
Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan 
tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai Pasal 2 ayat (1) 
atau ayat (2) Perma ini yakni baik sidang tatap muka 
maupun secara online. Dalam hal terdakwa mengajukan 
alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah 
dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim 
ke alamat email pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang 
dikirim, hakim/majelis hakim akan mencocokkan dengan 
aslinya melalui sarana elektronik. 
Untuk pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, 
replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan 
hukum acara pidana yang berlaku. Tapi, dalam hal sidang 
dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman 
dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, 
dilakukan dengan cara elektronik. 
Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 
10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib 
mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama 
dan kepercayaanya yang dipandu oleh hakim/majelis 
hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari 
kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah 
dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh 
rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli 
memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara 
penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang 
berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi 
atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun 
persidangan dilakukan secara elektronik. 
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Sesuai Pasal 12 Perma ini, untuk pemeriksaan saksi 
yang identitasnya menurut peraturan perundang-
undangan atau menurut hukum wajib dirahasiakan, ketua 
majelis memerintahkan panitera pengganti mematikan 
fitur video dalam tampilan layar visual saksi pada aplikasi 
pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberi keterangan 
dalam format audio (suara) yang disamarkan suaranya 
atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh 
terdakwa. 
Dalam Pasal 13 Perma ini, pemeriksaan terdakwa 
dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara KUHAP. 
Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan secara 
elektronik, terdakwa yang ditahan didengar 
keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan 
didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum, 
terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat 
terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang 
elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor 
penuntut apabila terdakawa tidak ditahan, didengar 
keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau 
tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim 
melalui penetapan. 
Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, ketua 
pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya 
menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta 
menunjuk satu orang dan satu panitera/panitera 
pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk 
mengawasi keteriban jalannya pemeriksaan terdakwa. 
Penuntut umum memperlihatkan barang bukti 
tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik. 
Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, 
hakim / majelis hakim mencocokkan dokumen hasil 
pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan 
dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara 
elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan 
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dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideo 
dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan dalam 
persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. 
Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang 
dikirim dengan aslinya secara elektronik. 
Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, 
sesuai Pasal 17 Perma ini, dalam hal terdapat hambatan 
karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat 
sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan 
akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam 
hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, 
demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan 
kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan 
dimuat dalam sistem informasi pengadilan. 
Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan 
oleh hakim/majelis hakim dalam sidang yang terbuka 
untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan 
terdakwa atau penasihat hukumnya, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, sidang 
pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara 
elektronik. 
Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan 
putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara 
elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat 
tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan 




Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa 
disimpulkan bahwa: pertama, Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor  4 Tahun 2020 tentang 
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Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 
Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan pada 
tanggal 25 September 2020 merupakan terobosan hukum 
yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara 
pidana secara elektronik, yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai 
solusi atas kekosongan hukum. Demi terwujudnya 
kepastian hukum. 
Kedua, bahwa pelaksanaan dan efektifitas 
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor  
4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan 
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik belum 
efektif dalam penerapannya karena masih terdapat 
disharmonisasi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), serta terdapat kendala-kendala dan hambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya, namun diterbitkannya 
PERMA Nomor  4 Tahun 2020 adalah sebagai jalan keluar 
dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di masa 
darurat pandemi Covid-19. Penerbitan PERMA Nomor  4 
Tahun 2020 adalah suatu sikap gerak cepat Mahkamah 
Agung R.I dengan mementingkan asas keselamatan 
rakyat “Salus Populi Suprema Lex Esto”: “Keselamatan 
rakyat merupakan hukum tertinggi” sebagai tujuan 
hukum.  
Selanjutnya bisa diajukan saran bahwa dengan 
adanya darurat Covid-19, yang memaksa dilaksankannya 
persidangan pidana secara elektronik, maka perlu adanya 
pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) disesuaikan dengan perkembangan dan 
kebutuhan pengaturan untuk kepentingan penegakan 
hukum karena  Indonesia sebagai negara hukum. 
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Selain itu, juga untuk mewujudkan kepastian 
hukum, keseragaman dan sebagai pedoman bagi aparat 
penegak hukum, maka masih diperlukan perbaikan-
perbaikan dalam pengaturan persidangan pidana secara 
elektronik agar selaras dengan hukum acara formil yang 
diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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